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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

Dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Daerah Tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Wonosobo 

telah mengawali dengan Proses Perencanaan Pembangunan yang dirumuskan secara transparan, responsif, 

efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sebagaimana 

telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Muara 

dalam Proses Perencanaan Pembangunan tersebut dituangkan dalam RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang 

digunakan oleh Bupati Wonosobo dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon 

Anggaran Sementara (KUA & PPAS) dan selanjutnya dibahas bersama DPRD untuk ditetapkan menjadi 

Perda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015. 

Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam melaksanakan APBD Tahun 2015 secara teknis 

berpedoman pada  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri  Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa 

dalam Pengelolaan Keuangan Daerah berorientasi pada prestasi kerja, hal tersebut merupakan bentuk 

pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah hasil/produk yang mengutamakan output. 

Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2015, berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa kepala daerah 

menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada 

DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling 

lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Kemudian dengan terbitnya Peraturan Pemerintah 

Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, tidak terkecuali Pemerintah Kabupaten 

Wonosobo pada Tahun Anggaran 2015 harus menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Daerah 

menggunakan basis Akrual. Laporan Keuangan Daerah yang harus disusun dan disajikan menurut 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 meliputi Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan 

Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan 

Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). 

 

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 

1.  Maksud. 

Maksud Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah untuk 

menggambarkan dan menjelaskan target pencapaian realisasi anggaran berdasarkan 

rencana yang telah ditetapkan. 

2. Tujuan. 

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan 

transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. 

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi 

keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang 

bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai 

alokasi sumber daya. 

Tujuan spesifik laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna 

untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan transparansi serta akuntabilitas 

entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD. 

 



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 

 

2 
 

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo terdiri dari: 

a. Laporan Operasional (LO); 

b. Neraca; 

c. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); 

d. Laporan Realisasi Anggaran (LRA; 

e. Laporan Arus Kas (LAK); 

f. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL); dan 

g. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). 

 

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 

Sebagaimana halnya dengan proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD, maka dalam 

penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 

2015 ini tetap berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara 

lain : 

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten 

dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950, 

Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950); 

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang 

Pajak Bumi dan Bangunan  (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3569); 

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan 

Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003  Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 4355); 

6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004  tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung 

jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
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Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5657); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210 Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4028); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka 

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa  (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 135, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4049); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara 

Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang 

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4574); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4577); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan 

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja 

Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4659); 
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27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 

Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut 

Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia 5533); 

30. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penetapan, Pengesahan, Pengundangan, 

dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 

31. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

32. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 

Lembaran Republik Indonesia Nomor 5533): 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan 

dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah; 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian 

Bantuan Sosial dan Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 

Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 

2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial dan Hibah Yang Bersumber Dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar 

Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah; 

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 

2008 Nomor 2); 

41. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 7); 

42. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal 

Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2012 Nomor 2); 

43. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah 

Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2011 

Nomor 3); 
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44. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo; 

45. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor  10 Tahun 2014 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2015; 

46. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2015; 

47. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur 

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonosobo; 

48. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Barang Milik Daerah; 

49. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang 

Milik Daerah Dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonosobo; 

50. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi 

Pemerintah Kabupaten Wonosobo; 

51. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi 

Pemerintah Kabupaten Wonosobo; 

52. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 

53. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan 

Bupati Wonosobo Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. 

 

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan 

Catatan Atas Laporan Keuangan APBD Kabupaten Wonosobo Tahun  Anggaran 2015 disusun 

dengan sistematika sebagai berikut : 

Bab. I Pendahuluan  

1.1. Maksud dan Tujuan. 

1.2. Landasan Hukum. 

1.3. Sistematika Penulisan. 

Bab. II Ekonomi makro, kebijakan  keuangan  dan  pencapaian  target    kinerja APBD  

2.1. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional 

2.2. Kebijakan keuangan. 

2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD. 

Bab. III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan  

3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan. 

3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah 

ditetapkan. 

Bab. IV Kebijakan akuntansi 

4.1. Entitas pelaporan keuangan daerah. 

4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan. 

4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan. 

4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam 

standar akuntansi pemerintahan. 

4.5. Kebijakan Akuntansi Tertentu 

 

Bab. V  Penjelasan pos-pos laporan keuangan 

5.1. Laporan Realisasi Anggaran 

5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 

5.3. Neraca 

5.4. Laporan Arus Kas 
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5.5. Laporan Operasional 

5.6. Laoran Perubahan Ekuitas 

Bab. VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan 

Bab. VII Penutup 


